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KAJIAN TEORITIS JUAL BELI HAK MILIK ATAS TANAH

Oleh:
Lirip Santoso

The right which is owned by the land-owner, anmoy ther thing, is
transfering is right on his land its the other perty through selling-buying.
Legally, selling-buying should meet material reguirement that is the land
while the buver meets the requirement as a subject of property right on
land and format requirement that is selling-buying must be proven with
notaried deed (PPAT) and registeredon the right transfer at law office
that city.

Hak vang dimiliki pemilik tanah terhadap hak atas tanahnya, antara lain adalah
memindahkan hak atas tanghnya kepada pihak lain melalui jual beli. Untuk
sahnya, jual beli harus memenuhi syaral materi] yamite penjual berhak dan
berwenang menjual hak atas tanahnva dan pembeli memenuhi syarat sebagai
sibyek hak milik atas tamah; dan syarat formal yaitu jual beli tersebut harus
dibuktikan dengan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan dilakukan
pendaltaran peralihan hak ke Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya setempat.

Pendahuluan

Ketentuan mengenar Hak Milik atas
tanah disebutkan dalam pasal |6 ayat (1) huruf
a Undang-undang MNo. 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-pokok Agrana (LNRI
Tahun 1960 No. 104; TLNRI No. 2043), atau
vang letih dikenal dengan Undang-undang
Pokok Agrana {(UUPA) Secara khusus, Hak
Milik diatur dalam Pasal 20 sampai dengan
Pasal 27 UUPA,

Ketentuan  lebith lanjul mengenai
Hak Milik menurut Pasal 50 avat (1) UUPA
diatur  dengan Undang-undang. LUndang-
undang wvang dimaksudkan disini sampai
sekarang belum terbentuk, Selama Undang-
undang tentang Hak Milik belum terbentuk,
maka berlakulah ketentuan Pasal 56 LIUPA,
vartu berlaku ketentuan-ketentuan tentang Hak
Milik menuru hukum adat setempat dan

Kajigr Teoritis Jual Balf Hak aras Tanak
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peraturan-peraturan lainnyva mengenai hak-hak
atas tamah wvang memben wewenang
sehagaimana ataw minp dengan yang
dimaksud dalam Pasal 20, sepanjang tidak
bertentangan dengan jiwa dan  ketentuan-
ketentuan UUPA.

Menurut Pasal 20 avat (1) UUPA,
vang dimaksud dengan Hak Milik adalah hak
turun temurun, terkuat, dan terpenuh yang
dapat dipunyal orang atas tanah dengan
mengngat ketentuan Pasal 6. Turun temurun
artinva Hak Milik tidak ditentukan jangka
wakiunya dan dapat diteruskan oleh ahl
warisiya selama memenuhn syarat sebagai
subvek Hak Milik. Terkuat artinva Hak Milik
lebih kuat bila dibandingkan dengan hak atas
tanah wang lain, udak berjanpka waktu
tertenty, mudah dipertahankan dari gangguan
pihak lain, dan tidak mudah hapus. Térpenuh
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arunva Hak Mihk membenkan wewenang

kepada pemiliknya  paling  luas tﬂ:la

dibandingkan dengan hak atas tanah yang lain,
dapat menjadi induk bagi hak atas mnah yang

Jain, dan penggunaan tanahnya lebih luas bila

dibandingkan dengan hak atas tanah yang lain,

Dalam menggunakan  Hak  Milik  harus

memperhatikan fungsi sosial hak atas tanah

sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 6

UUPA '

Yang dimaksud orang dalam Pasal

20 avat {1) UUPA adalah orang seorang,

sekelompok orang secara bersama-sama, atau

badan hukum, Orang maupun badan hukum
vang dapat mempunvai Hak Milik ditegaskan
dalam Pasal 21 UUPA, yaitu:

I, Orang berkewarganegaraan Indonenesia
tunpgal {Pasal 21 ayat (1} ULPA)

2. Badan-badan hukum yang ditetapkan oleh
Pemerintah {Pasal 21 ayat (2) ULPA).
Menurut Pasal 1 Peraturan Pemenntah No.
38 Tahun 1963, badan-badan hukum vang
dapat mempunyai Hak Milik, adalah:
a. Bank-bank wvang didirikan

Pemerintah.
b.  Koperasi pertaman,
¢ Yayasan/badan keagamaan,
d. Yavasan'/badan sosial
Salah sami cim Hak Milik adalah
dapat beralih dan dialihkan dari pemiliknya
kepada pihak lain. Ketentuan ini dimuat dalam

Pasal 20 avat {2) UUPA, vaitu Hak Milik

dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lam,

Pihak lain vang menenma Hak Mihk karcna

beralih dan dialihkan harus memenuhi syarat

sebagai subyek Hak Milik. Apabila penerima
hak terscbut tidak memenubi svarat sebagai
subyek Hak Mibik, maka berakibat Hak

Miliknva hapus dan tanahnya jatuh kepada

Neeara

Beralih dan dialthkan merupakan
bentuk darn peralihan Hak Milik, Masing-
masing dapat dijelaskan sebagar bertkut

oleh

b Berahih
Beralih menpandung pengerian bahwa
berpindahnya Hak Milik dan pemiliknya
kepada pihak lain dikarcnakan adanya
suatu fakta hukum ataw peristiwa hukum,
Contoh fakta hukum adalah berpindahnya
Hak Milik melalu  proses  pewansan,
sedangkan contoh peristiwa hukum adalah
berpindahnya Hak Milik karcna umbulnya
lidah tanah (aanslibbing].
Dialihkan,
Dialihkan mengandung pengertian bahwa
berpindahnya Hak Milik dari pemiliknya
kepada pihak lain dikarenakan adanya
suatu perbuatan  hukum  vang sengaja
dimaksudkan wunluk memindahkan Hak
Milik tersebut. Contohnya adalah jual beli,
tukar menukar, hibah, penyertaan dalam
modal (pemasukan dalam perusahaan),
Lelang

Dari dua bentuk peralihan Hak
Milik atas tanah tersebut, yang dibahas dalam
tultsan ini adalah berpindahnva Hak Milik atas
wenah karena dialihkan dengan pokok bahasan
mengenat jual beli. Alasan pemilihan pokok
bahasan mengenal jual beli ini adalah kematan
jual beli i serning kali dilakukan oleh
masyarakat danpada kegiatan-kegiatan lain
vang berkaitan dengan transaksi pertanahan,

fud

Pengertian Jual Beli Hak Milik Atas Tanah

Jual beli vang dimaksud-kan disini
adalah jual beli Hak Milik atas tanah. Dalam
praktek disebut jual beli anah, Secara yunidis,
vang diperjualbelikan adalah hak atas tanah
bukan tanahnya. Memang benar bahwa tujuan
memb<li hak atas tanah adalah supaya
pembeli dapat secara sah menguasa  dan
mempergunakan tanzh Dengan kata lain,
vang memadi obvek jual beli disimi adalah hak
alas lanah

Kufian Teoritis Jual Bell Hak atas Tamak
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Kelentuan lentang jual beli Hak

Milik atas anah dischutkan dalam Pasal 26
avat (1) UUPA, yaiu

“Jual beli, penukaran, penghibaan,

pemberian dengan wasial, pembenan

menurut adat dan perbuatan-perbuatan

lain  vang  dimaksudkan untuk
memindahkan  hak  milik  serla
pengawasannyva diatur dengan Peraturan
Pemerintah™

Ketentuan tentang jual beli Hak
Milik juga discbutkan dalam Penjelasan
Umum 11 Angka (6) UUPA, yailw
“ i dalam Pasal 26 avat 1 ditentukan
bahwa jual beli, penukaran,
penghibahan, pemberian dengan wasial
dan perbuatan-perbuatan  lain - vang
dimaksudkan untuk memindahkan hak
milik serta pengawasannya  diatur
dengan Peraturan Pemenntah, Ketentuan
inilah yang akan merupakan alal untuk
melindung  polongan-golongan  yang
lemah™

Dalam Pasal 26 avat (1) UUPA
maupun Penjelasan Umum 11 Angka (&)
ULPA hanva menvebutkan jual beli, udak
memberikan pengertian apa yang dimaksud
dengan jual beli. Ketenmuan lebih lanju
mengenai jual beli Hak Milik secara khusus
akan diatur dengan Perawran Pemenntah
(PP). PP yang dimaksudkan disimi adalah PP
No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran
Tanah, PP ini mencabut PP No. 10 Tahun
1961 1entang Pendafiaran Tanah

Olch karena dalam UUPA udak
memberikan pengertian apa yang dimaksud
dengan jual beli Hak Milik ats tanah, maka
untuk memahamy pengertian jual beli Hak
Milik atas tanah dapat dilihat dan dasar
pembentukan  UUPA  (Hukum  Agraria
Nasional), vaitu didasarkan pada hukum adat,

Dengan denmkian. jual beli vang dimaksudkan
disini adalah jual beli Hak Milik atas tanah
menurut  hukum adat  Hal ini sebagai
konsekwensi bahwa Hukum Agraria nasional
menggunakan sisiem dan asas-asas hukum
adat.

Dalam sistem hukum adat dikenal
beberapa macam istilah jual, vakni jual lepas,
jual gadai, dan jual tahunan. Pada jual lepas,
pemilik tanah menyerahkan tanahnya untuk
selama-lamanyva kepada pembeli dengan
pembayaran sejumlah uang yang besamya
ditentukan oleh pemilik tanah dan pembeli.
Pada jual gadai, pemilik tanah menyerahkan
tanahnya kepada pihak lain untuk digarap
dengan menerima sejumlah vang sebagal uang
gadai dan tanah dapat kembali kepada pemilik
tanah apabila pemilik tanah menebus uang
gadai. Pada jual tahunan, pemilik tanah
menyerahkan tanahnya uniuk beberapa kali
masa penen kepada pembeli dengan
pembayaran sejumlah uang yang besamya
ditentukan oleh pemilik tanah dan pembeli.

Berkenaan dengan pengertian jual
beli tanah, Boedi Harsono menyatakan bahwa
pengertian jual beli tanah adalah perbuatan
hukum yang berupa penyerahan Hak Milik
(penverahan tanah untuk  selama-lamanya)
oleh penjual kepada pembeli, yang pada saal
jlu juga menyerahkan harganya kepada
penjual.  Jual beli  yang mengakibatkan
beralihnva Hak Milik atas tanah dan penjual
kepada pembeli ity termasuk dalam hukum
apraria atau hukum tanah {Boedi Harsono,
1971; 135).

Sifat  jual bell tanah menurut
Effendi Perangin adalah contant atau tunai,
dan twerang (Effendi Perangin, 1989; 16).
Masing-masing sifat tersebut dapat dijelaskan
sebagal benkut:
|. Contant atau tunai

Artinva harga tanah vang dibavar iu isa
scluruhnva, tetapi dapat juga scbagian

#
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Tetapn buar pun barg dibavar sebagian,
menurat hukum dianggap telabh dibayar
penuh. Pembavaran harga dan penverahan
haknva dilakukan pada saasl  vang
bersamaan, Pada saat siu jual behi tersebut
menurul hukum telah selesar Sisa harga
vang menurgl  kenvataannva  belum
dibayar, dianggap sebagai hutang pada
beckas pembeli atas dasar perjanpian hulang
piutang  vang diangeap teradi  antara
pembell dan bekas pemilik scpera setelah
Jual  beli tanah tersebut  dilakukan,
Perjanjian hutang mutang o tidak ada
hubungannya dengan jual beli tanah tadi
Imi berarti, bahwa jika kemudian pembeli
tndak membavar sisa  harganva, maka
bekas pemibik ntdak  dapal  menuntul
pembatalan jual beh dan dengan demikian

diserahkannva  kembali  wanah vang
bersangkutan. Penvelesaian pembavaran
sisa  harga  tersebut harus  dilakukan

menurut hukum penangian hutang piutang.
2, Terang
Arinva jual beh tanah itu dilakukan di
muka kepala desa (adat) vang bukan hanya
bertindak  sebapar  saksi  telapr  dalam
kedudukannva scbapgai kepala desa (adat)
menanggunp bahwa jual beli terseban tidak
melanggar hukum vang berlaku. Dengan
dilakukannva di muka kepala desa {adat).
Jual bel it mengadi “terang”  bukan
pebuatan hukum vang “gelap” Dengan
demikian, pembeli mendapat pengakuan
dari masvarakat vang besangkutan schapai
pemiik vang baru dan akan mendapat
perhindungan hukum jika di kemudian han
ada gugatan terhadapnva dari pihak vang
mengangpap jual beli tersebut tidak sah.
Sedangkan menurut Mana S.W
Sumardjono, sifat jual beli tanah menurut
hukum edat adalah twnai, nil, dan lerang
(Maria 5 W. Sumardjono, 1993 10). Masing-

Kujion Teoritix Jual Beli Huk gras Tawah

masing sifat tersehut dapat dijelaskan schapa
berikut:
1. Tunas,
Artinya penverahan haknyva oleh penjual
dilakukan bersamaan derpan pembayaran
harganya oleh pembeli; dengan perbuatan
hukum jual beli tersebut, maka seketika 1w
juga ftenadi peralihan hak. Harpga yang
dibavarkan pada sam penverghan hak tidak
harus lunas atau penuh dan hal i tidak
mengurangl sifat tunai tadi. Kalau ada
selisihfsisa dan harga, maka hal tersebut
diangpap sebagai hutang pembeli kepada
penjual vang tunduk pada hukum hutang
prutang
Riil.
Artinya  kehendak atau  mat  yang
diucapkan harus ditkuti dengan perbuatan
vang nyata untuk menunjukkan tujuan jual
beli tersebut, misalnya dengan diterimanya
uang oleh penjual, dan dibuatnya
perjanjian di hadapan kepala desa.
3, Terang,

Artinva untuk perpuatan hukum tersebut

haruslah dilakukan di hadapan kepala desa

sebagai tanda bahwa perbuatan it tidak

melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

Syaral  sabnva jual beli tanah
menurut hukum adat, adalah pihal penjual dan
pembeli memenuhi svarat materiil sebagai
subyck dan tanah vang diperjualbelikan dan
jual behinva dilakukan di hadapan kepala desa
tadat) di mana tanah vang diperjualbelikan
tersebut terletak
Sebagai perbandingan dari jual beli

Hak Milik atas tanah menurut hukum adat,
berikut im divraikan secara singkat tentang
Jual beli hak atas tanah menurut KUH Perdata.
Jual beli im diberlakukan bag orang-orang
vang tunduk pada hukum barat, vang berlaku
scbelum diundangkan UUPA (Tanpgal 24
September 1960).

(]
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Menurut Pasal 1457 kUH Perdata
jual hely adalah suatu peranpan, dengan man
pihak vang salu (penjualt mengikatkan dirinva
unluk menyerabkan (hak milik) suatu benda
dan pihak wvang lan {pembel) membayar
harga vang telah dijanjikan  Selanjutnya
dalam Pasal 1458 KUH Perdata dinyatakan
bahwa jual beli it dianggap telah terjadi
antara kedua belah pihak pada saat mereka
mencapai kata sepakat mengenai benda yang
diperjualbelikan itu serta harganya, biarpun
benda tersebut belum diserahkan dan harganya
pun belum dibavar.

Dengan terjadinya jual beli ity hak
milik atas tanah vang bersangkutan belumilah
beralih kepada pembelinya, sungguh  pun
misalnya harganya sudah dibavar dan kalau
jual bel tersebut mengenai tanah, tanahnya
sudah diserahkan ke dalam kekuasaan vang
membeli.

Hak Milik atas tanah tersebut bam
beralih kepada pembelinya, jika tefah
dilakukan apa yang discbut “penverahan
vuridis (juridische levening)”, vang wajib
diselengparakan dengan pembuatan akta di
muka dan cleh Kepala Kantor Pendaftaran
Tamah selaku  Owverschrijvings  Ambtenaar
menurut  Owvershnjpving  Ordonnantie,  5th.
Tahun 1834 No, 27 (Pasal 1439 kUH Perdata).

Jual beli 1anahnva lazimoya
dilakukan dengan akia notans, akan tetapi hal
ini bukanlah merupakan syarat. Jual beli dapat
pula dilakukan dengan akta di bawah tanah
Dalam pada itu, penverahan varidisnya wapib
dilakukan dengan akta Owverschnpangs
Ambtenaar.

Beralihnva Hak Milik awias tanah
vang dibeli itu hanva dapat dibuktikan dengan
akia wvang dibuat olech Kepala Kantor
Pendaftaran Tanah Perbuatan 1w lazim
disebut balik nama, aklanva disebul akia balik

nama. dan pejabatnva discbut pejabat balik
nama.

Dengan  demikan. jual beli Hak
Milik  atas  tapgh meourut hukem baral
terdapat 2 perbuatan hukum, vailu
| Perjanpan jual beli tanah dibual dengan
akla notaris atau akia di bawah tangan.
Perjanjian  jual  beli  tanah i
pengaturannya termasuk hukum
perjanjian. Pada sast ini belum terjadi
peralihan Hak Milik atas tanah dan
pemilik  tanah selaku penjual kepada
pembeli.
Penyerahan  vuridis  diselenggarakan
dengan pembuatan akta di muka dan oleh
Kepala Kantor Pendaflaran Tanah diikouti
dengan pembuatan akta balik nama oleh
Kepala Kantor Pendaftaran Tanah. Pada
saal inilah terjadi peralihan Hak Milik atas
tangh dari pemilik tanah selaku penjual
kepada pembeh.

Jual beli Hak Milik atas tanah
menurut hukum adat terdapat satu perbuatan
hukum, vaitu peralihan Hak Milik atas tanah
dalam jual beli tersebut tenad pada saal
dibayamya harga tanabh secara tunai {contant)
oleh pembeli kepada penjual {pemilik tanah).

Jual beli Hak Milik atas tanah
bukanlah merupakan perjanjian scbagaimana
vang ditegaskan dalam Pasal 1457 KUH
Perdata, melainkan suaty perbuatan hukum
yang dimaksudkan untuk memindahkan Hak.
Milik atas tanah dari pemiliknyva kepada pihak
{pembeli} dengan pembayaran sejumlah vang
socara tunai dan dilakukan secara terang,

Svarat materiil yang harus dipenuhi
oleh penjual dan pembeh dalam jual beh Hak
Milik g1as tanah adalah pihak penjual {pemilik
tanah) harus berhak dan berwenang menjual

-3

_ tanahnya sedangkan pembel harus memenuhi

gvarat sebagai subvek Hak Milik atas tanah.

Tata Cara Jual Beli Hak Milik Atas Tanah
Tata cara jual beli Hak Milik atas
tanah diatur dalam PP WNo. 24 Tahun 1997

e —— et

Kajiun Teoritix Jual Beli Hak atus Tunah
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Jual Bele Tak Mibk atas  tanah
sehagar perbuatan hukum vang dimaksudkan
memindahkan Hak Milik atas 1anah dan
pemiliknva scbagar penjual kepada pihak lain
schagal pembell dibuktikan dengan akta vang
dibuat oleh Pejabat Pembuai Akwa Tanah
{PPATY Hal ini ditegaskan dalam Pasal 37
avat (1) PP No, 24 Tahun 1997, vaitu:

“Peralihan hak atas tanah dan hak milik
atas satuan rumah susun melalui jual
beh. tukar menukar, hibah, pemasukan
dalam perusahaan dan perbuatan hukum
permndahan  hak  lainnva.  kecuald
pemindahan hak melalui lelang hanva
dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan
akta vang dibuat oleh PPAT vang
berwenang menurul kelentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku™

Pendafiaran peralihan Hak Milik
alas tanah karena jual beli vdak muotlak harus
dibuktikan dengan akta vang dibuat oleh
PR Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten'Kotamadva  dapat  mendafiar
peralthan Hak Milik atas tanah karena jual beli
meskipun tdak dibuktikan dengan akta vang
dibuat aleh PPAT Hal i ditegaskan dalam
Hasal 37 avat (2) PP No. 24 Tahun 1997,
vl

“Dalam keadaan tenentu sebagaimana
vang ditentukan oleh Menteni Negara
Agrana’kepala  Badan  Pertanahan
Masional. Kepala Kantor Pertanahan
dapat mendaftar pemindahan hak aiss
bidang tanah hak milik, vang dilakukan
diantara  perorangan  warga  negara
Indonesia vang dibuktikan dengan akta
vang tidak dibuat oleh PPAT tetapi vang
menurut  Kepala Kantor Pertanahan

Kajian Teoritis Jual Relf Hak aras Tanal

tersebin kadar kebenaranmva dianggap
cukup untuk mendaflar pemindahan hak
vang hesanghutain™
tdeh harema Menten Negara
Apranakepala Badan Pentanahan NMNasional
belum  menerbitkan  ketentuan  pelaksanaan
Pasal 37 avat (2) PP No. 24 Tahun 1997, maka
vang dipakal secbagar  pedoman dalam
pendaftaran peralihan Hak Milik atas tanah
karena jual beli adalah Pasal 37 ayat (1) PP
No. 24 Tahun 1997
Yang dimaksud dengan PPAT
menurut Pasal | angka 24 PP No. 24 Tahun
1997, adalah pejabat umum yang diben
kewenangan untuk membuat akta-akta tanah
tertentu, Sedangkan menurut Pasal | angka |
PP No. 37 Tahun [998 tentang Peraturan
Jabatan Pgjabat Pembuat Akia Tanah, PPAT
adalah pejabat umum yang diberi kewenangan
untuk membuat akta-akta otentik mengenai
perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas
lanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah
DS,
Menurut PP MNo. 37 Tahun 1998,
FPAT dibag memadi 3, vamny
|- Pejabat Pembuat Akta Tanah

Adalabh  pejabal umum  vang  diben

kewenangan unluk membuat akia-akta

otentik  mengenai  perbuatan  hukum
tertentu mengenal hak atas tanah atau Hak:

Milik Atas Satuan Rumah Susun,

svarat untuk dapat diangkat menjadi

PPAT, adalah;

a. berkewarpanegaraan Indonesia;

b, berusia  sekurang-kurangnya

{tigapuluh) tahun;

c. berkelakuan baik wang dinyatakan
dengan sural keterangan vang dibuat
oleh instansi kepolisian setempat;
belum pernah dihukum penjara karena
melakukan  kejahatan  berdasarkan

Cputusan pengadilan vang  telah
memperoleh kekuatan hukum tetap:

30
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¢ sehat gsmant dan rohan.

I lulusan program pendidikan spesialis
notarial  atau  program  pendidikan
khusus PPPAT yang diselenggarakan
lembaga pendidikan tinggt,

lulus ujian vang diselenggarakan oleh
Kantor Menteri Megara Agrana/Badan
Pertanahan Nasional.

5
-

o

7 Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara
Adalah pejabal Pemennizh vang ditunjuk
karena jabatannva untuk melaksanakan
tugas PPAT dengan membuat akia PPAT
di daerah vang belum cukup terdapat
PPAT

Pejabat Pemerintah vang dimaksudkan
disini adalah Camat atau Kepala Desa
Pejabat Pembuat Akta Tanah Khusus
Adalah  pejabat  Badan  Perianahan
Nasional yang ditunjuk karena jabatannya
untuk melaksanakan tugas PPAT dengan
membuat akta PPAT tertentu  khusus
dalam tangka pelaksanaan @alau Tugas
Pemenntahan terentu

Pejabat Badan Pertanahan MNasional yang
dimaksudkan dizini adalah Kepala Kantor
Pertanahan. PPAT ini melayani pembuatan
akta PPAT vang diperlukan dalam rangka
pelaksanaan program pelavanan
masyarakat  ataw  untuk  melayani
pembuatan akia PPAT tenentu bag negara
sahabat berdasarkan asas resprositas sesuai
pertimbangan  dari  Depariemen  Dalam
My

PPAT khusus hanva berwenang membual
akta menpenan  perbuatan hukum  yapg

Tad

disebut SECAra khusus dalam
penunjukannya
PPAT mempunval fugas pokok

melaksanakan sebaman kegatan pendafiaran
tanah dengan membuat akta scbagar buku
tielah dilakukannyva perbuatan hukum tertentu
mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas

Kajian Teoritls Jual Reli Hak atas Tanah

7

Satgan Rumah Sosur, vang akan diadikan
dasar bagi pendaftaran  perubahan data
pendafiaran tanah  vang diakibatkan  oleh
perbuatan hukwm ity
Untuk melaksanakan tugas pokok
wersebut @i alas, PPAT  mempunyai
kewenangan membuat akia otentik mengenai
sermua perbuatan hukum mengenai hak atas
tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah
Susun yang terletak di dalam daerah kerjanya.
Perbuatan hukum mengenai hak
atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah
Susun vang harus dibuatkan akia oleh PPAT,
adalah: :
a. jual beli
b. tukar menukar.
¢, hibah;
d pemasukan
{inbreng).
¢ pembagian hak bersama;
. pembenan Hak Guna Bangunan/Hak
Pakai gtas tanah Hak Milik;
¢ pemberian Hak Tanggungan,
h. pemberian kuasa membebankan Hak
Tanggungan.
~ Salah satu bentuk perbuatan hukum
mengenai hak atas tanah yang harus dibuatkan
akia oleh PPAT adalah jual beli Hak Milik
atas tanah. Dalam pembuatan akta jual beli
Hak Milik atas tanah dihadiri oleh penjual dan
pembeli  dan  disaksikan oleh sckurang-
kurangnya 2 (dua) orang saksi yang
memenuhi svarat untuk berundak sebagai
saksi dalam jual beli tersebut
Bentuk. 151, dan cara pembuatan akta-
akia PPAT. wermasuk akia jual beli hak atas
tanah  diater  oleh  Menten  Negara
Agrania’Kepala Badan Penanahan Nasional,
Peraturan vang mengatur hal i adalah
Peraturan Menteri Nepara AgrariaKepala
Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997
lentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 24
Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanap,

ke dalam  perusahaan
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Jika pemjual dan pembeli tidak
dapst mepghadin pembuatan akia jual hel
Hak Milik atas tanah & PPAT, maka dapal
diwakilkan kepada orang lain yvang memenuhi
svaral untuk melakokan jual beli denpan
pembuatan surat kuasa secara terlulis vang
dibubuhi meteral secukupnya.

Sebelum PPAT membuat akta jual
beli Hak Milik atas 1anah harus diperlihatkan
lebih dulu oleh pihak penjual atau pembeli
sertifikat tanah vang bersangkutan bila tanah
itu telah didaftar atau dibukukan dalam Bukuy
Tanah pada Kantor Pertanahan setempat
Dalam hal tanah vang diperjualbelikan 1tu
belum didafiarkan atau dibukukan dalam
Buku Tanah pada Kantor Pertanahan, maka
sehapar pengeanti seriifikat harus diserahkan
Surat Keterangan Pendaftaran Tanah dan
Kepala Kantor Pertanahan setempat yang

- menunjukkan  bahwa tangh i belum
mempunyal serifikat
Kalau Semua persvaratan

admimistrasi telah dipenubi oleh penjual dan

pembeli. maka PPAT akan membuatkan akta

jual beli Hak Milik atas tanah. Akta PPAT
dibuat dalam bentuk ashi dalam 2 (dus)
lembar, yaiu:

1. lembar pertama sebanyak 1 {saiu) rangkap
disimpan oleh PPAT vang bersangkutan;,

2. lembar kedua sebanvak | {satu) rangkap
vang  disampaikan  kepada  Kantor
Pertanahan untuk keperluan pendafiaran
peralihan hak, dan kepada pihak-pihak

vang berkepentingan  dapat  dibenkan
salinannya
Akta PPAT harus

dibacakan/dijelaskan isinva kepada penjual
dan pembeli atau kuasanya dengan dihadiri
oleh sckurang-kurangnva 2 {dua) orang saksi
sebetum ditandatangani seketika itu juga oleh
penjual dan pembely, saksi-saksi, dan PPAT

Kaftan Teoritis Jual Bell Hak atax Tanah

Alas dasar ketentuan Pasal 39 ayal
(1} PP No 24 Tohun 1997, PPAT menolak
untuk membiat akta, jika
a. mengenai  bidang  tamah  yang  sudah
terdafar atau hak milik atas satuan rumah
susun, kepadanya udak  disampaikan
seriifikal ash hal vang bersangkutan atau
sertifikal vang diserahkan udak sesuval
dengan dafiar-dafiar vang ada di Kantor

Pertanahan. atau
b, mengenai bidang-bidang  vang  belum

terdaliar, kepadanya tidak disampaikan;

1. suratl bukt hak atau surat keterangan
Kepala Desa’Kelurahan yang
menyatakan bahwa yvang bersangkutan
menguasal bidang tersebut; dan
surat keterangan yang menyatakan
hahwa bidang tanah vang
bersangkutan belum bersemifikat dan
Kantor Pertanahan, atau untuk tangh
vang terletak di dacrah yang jauh dari
kedudukan Kantor Pertanahan, dan
pemegang  hak  vang bersangkutan
dengan  dikuatkan oleh  Kepala
DesaKelurahan, alau
¢. salah satu atau para pihak vang akan

melakukan  perbuatan  hukum  vang

bersangkutan atau salah satu saksi tidak
berhak atau memenuhi  syarat  untuk
bertindak demikian: atau

d. salah satu prhak atau para pihak bertindak
atas dasar surat kuasa mutlak yang pada
hakikatnva bensikan perbuatan hukum
pemindahan hak. atau

e untuk perbuatan  hukem  vang  akan
dilakukan belum diperoleh pejabat atau
instanst vang berwenang, apabila izin
tersebut  diperlukan menurut  peraturan
perundang-undangan vang berlakuy; atay

£ obvek perbuatan hukum vang
bersangkutan  sedang dalam  sengketa
mengenal data fisik dan atau data yuridis;
atau '

I
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wo tdih dipenoby svarat lon atau dilanggar
larpnpan vang ditentukan dalam peraturn
perundang-undungan vang bersanghulan

Penolakan umuk membuatl  akta
tersehut oleh PPAT  diberiahukan  secar
tertulis kepada pihak-pihak vang bersangkutan
diseriai denpan alasan-alasannyva.

Menurut R Socprapio  dan |
Soepiarto, PPAT harus menolak membual
akta peralihan altau akia pembebanan hak
apabila vang menerima hak temyata tidak
berhak memiliki hak atas tanah i (tdak
memenuhi svaral untuk menjadi pemegang
hak atas tanah) (R, Soeprapo, 1986, 221 jo |
Soepiarto, 1985 |04) Pendapat ini sesuai
dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf ¢ PP
MNo. 24 Tahun 1997,

Sebelum PPAT membuat akta jual
heli Hak Milik atas tanah harus diperhatikan
svaral materiil dari penjual dan pembeli, vaitu
penjual  berhak dan  berwenang menjual
tanahnva, sedangkan pembeli  memenuh
svaral sebapai subvek Hak Milik atas tanah.
Apabila pembel  tidak  memenuhi  svarat
sebaga subvek Hak Milk awas tanah, maka
PPAT harus menolak membuatkan akta jual
beli Hak Milik  atas tanah.  Penolakan
pembuatan akta jual belt im sesuai dengan
ketentuan Pasal 39 PP No, 24 Tahun 1997

Kalau jual beli Hak Milik atas tanah
ity berakibat tanahnva jatuh kepada orang atau
badan hukum vang tdak memenuhr Syarat
sebagar subvek Hak Milik atas tanah, maka
berlakulah ketentuan Pasal 26 avat (2) UUPA,
vaitu setiap jual beli, penukaran, penghibahan,
pemberian dengan wasiat dan  perbuatan-
perbuatan  lam  vang dimaksudkan untuk
langsung atau tidak langsung memindahkan
hak milik kepada orang asing, kepada seorang
 warga negara  vang di samping
kewarpaneparaan Indonesianva  mempunvai
kewarpanegaraan asing atau Kepada suatu
badan hukum. kecuah vang ditetapkan oleh

Pemenntah tenmahsud dokam Pasal 21 avit
(15 aedlah Tatal karena hukum dan tanahnyva

Jtul kepoda Megar, dengan helentuan bahwa

hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap
berlampsung serta semua pembayaran vang
telah diterima  oleh  pemilik tdak  dapat
dutumut kembali

Kalay semua peérsyaratan yang
ditentukan oleh UUPA maupun PP No. 24
Tahun 1997 telah dipenubi oleh penjual dan
pembeli, maka PPAT membuatkan akia jual
beli Hak Milik atas tanah

Dalam waktu selambat-lambatnya 7
(tujuhy  hari  kema  sejak  tanggal
ditandatanganinva akia jual beli Hak Milik
atas tanah yang bersangkutan, PPAT
menyampaikan akia jual beli vang dibuatnya
berikut dokumen-dokumen vang bersangkutan
kepada Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kotamadva  setempat  untuk
didafiar dan dicatat dalam daftar buku tanah.

Papyampaian akta jual beli maupun
dokumen-dokumen vang terkant oleh PPAT
kepada Kantor Fertanahan wajib
diberitahuken  sccara tertulis oleh PPAT
kepada pihak penjual dan pembel.

Pendaftaran peralihan Hak Mihk
atas tanah karena jual beli oleh PPAT kepada
Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kotamadya setempat dimaksudkan
untuk dilakukan perubahan nama pemilik
tanah vang tercantum dalam sertifikat dan
pemilik yang lama (penjual) menjadi pemilik
vang baru (pembeli)

Sertifikat Hak Milik atas tanah
tersebut  disampatkan oleh Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten/Kotamadya setempat
kepada PPAT, untuk selanjutnya oleh PPAT
diberikan kepada pembeh,

Penutup
Jual beli Hak Milik atas tamah
bukan merupakan perjanjian, dimana pihak

Kafiagn Teoritis Jual Heli Hok atias Tanah
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mengkatkan

pen)ual dinnva  untuk
menverahkan tanah kepada pihak pembeli
dengan  pembayaran  harga  vang  telahb

diperjanjikan oleh pembeli kepada penjual,
meélainkan suatu perbuatan vang dimaksudkan
untuk memindahkan Hak Milk atas tanah
untuk selama-lamanva dan  pemilik tanah
schagai penjual kepada pihak lain sebagai
pembeli dengan pembavaran sejumizh uang
gecara tunai dan dilakukan sccara terang.

Jual beli Hak Milik atas tanah dapat
dilakukan dengan memenuhi syarat materiil
bagi para pihaknya, vaitu pihak penjual berhak
dan berwenang menjual tanahnva, sedangkan
bagi pihak pembeli harus memenuhi syaral
sebagai subyek Hak Milik atas tanah.

Svarat formal yang harus dipenuhi
oleh penjual dan pembeli dalam jual beli Hak
Milik atas tanah, adalah jual beli tanzh
terscbut harus dibuktikan dengan akta yang
dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Pembuat
Akta Tansh (PPAT) Akta jual beli tanah
tersebut harus didaflarkan oleh PPAT kepada
Kantor Pertanahan KabupatenKotamadya
setempat untuk dicatat dalam daflar Buku
Tanah dan dilakukan perubahan nama pemilik
tangh vang tercanfum dalam sertifikat dan
pemilik yang lama (penjual) menjadi pemilik
vang baru (pembeli).
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